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RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

—

BUPATI BANTUL,
bahwa  dalam rangka  mendukung terwujudnya
kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan
pelayanan publik, perlu adanya kerja sama daerah;
bahwa untuk mendukung kerja sama daerah yang efektif,
efisien dan transparan, diperlukan pedoman bagi semua
pihak dalam pelaksanaan kerja sama daerah;
bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sudah
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah
Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal SA

(1) Pemerintah Daerah melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan
Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan
karakteristik Daerah.

(2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan
dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Unit Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan
administrasi bidang kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan
pengendalian.

(3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan
dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam
daftar rencana Program dan Kegiatan wuntuk setiap Urusan
Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:

a. jangka waktu kerja sama; dan
b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan kerja
sama daerah.

(4) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati
untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat
dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
(1) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a memuat minimal memuat:
a. identitas para pihak;
b. maksud dan tujuan; dan
c. objek kerja sama.
(2) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Bupati.
(3) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Kerja

3. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Bupati menetapkan TKKSD dengan keputusan Bupati.
(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
a. 1 (satu) orang ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang dijabat oleh Asisten Sekretaris
Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;



C.

d.

1 (satu) orang sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Bagian yang
membidangi Kerja Sama Daerah; dan
Anggota paling sedikit 6 (enam) orang.

(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a.
b.

C.

d.

menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah.

menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;

memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD,
KSDPK dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dari
pemrakarsa;

menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja
Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota
Kesepakatan sinergi dan Rencana Kerja;

memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk
menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama,
dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan sinergi;
mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja
sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau
sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan
sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD,
KSDPK dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
membebani masyarakat dan daerah; dan

menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan
KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j disampaikan
kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...



